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KACABENGGALA

“Bermainlah
dalam permainan,
tetapi janganlah main-main!
Mainlah dengan
sungguh-sungguh,
tetapi permainan
jangan dipersungguh.
Kesungguhan permainan
terletak dalam
ketidak-sungguhannya,
sehingga permainan
yang dipersungguh,
tidaklah sungguh lagi.
Mainlah dengan eros,
tetapi janganlah mau
dipermainkan eros.
Mainlah dengan agon,
tetapi jangan mau
dipermainkan agon.
Barang siapa
mempermainkan permainan,
akan menjadi permainan
permainan.
Bermainlah untuk bahagia,
tetapi janganlah
mempermainkan bahagia.”
(Karya Lengkap Drivarkara, 2006: 254)

Foto: F. Purnawijay;
Bentara Budaya Yogyakarta
Pameran Seni Rupa daft )
A,
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olitik dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara sebagai bagian dari
kebudayaan, secara umum bisa dika-
takan mempunyai sifat *permainan”.
Hal itu diyakini oleh Johan Huizinga,
penulis buku Homo Ludens (1944). Si-
apayang bermain di situ? Jikalau kita
melihat negara sebagai arena politik, maka ada dua
pemain, pihak pertama yakni pemerintah-penguasa
dan pihak kedua masyarakat-rakyat yang dikuasai.
Inilah permainan yang berlangsung sepanjang sejarah
bangsa. Corak “permainan” ini sudah tampak jelas sejak
awal proses pembentukan pemerintahan, termasuk
pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden
di Indonesia di antara tiga pemain koalisi yang masing-
masing mengajukan calonnya sekarang ini.

Dalam kehidupan berbangsa, kekuasaan elite-pe-
merintah yang bersengkarut dengan kebebasan ma-
syarakat-rakyat yang dikuasai, ditengahi oleh keadilan
vang menjadi semacam katalisator penyeimbang.
Artinya, kekuasaan pemerintah sebanding atau se-
imbang dengan intensi masyarakal, yang merelakan
kebebasannya untuk memperoleh kesejahteraan yang
dijanjikan, agar bisa dikatakan “adil”. Pemerintah
bergerak dan hanya bisa berkuasa sejauh masyarakat
memberikan kebeb va, sel i di !
dalam konstitusi. per dan hukum-huk
negara. Jika melebihi yang ditetapkan, artinya peme-
rintah keadilan dan keseim-
bangan dalam kehidupan bernegara. Sementara itu,
“permainan” dalam pilpres juga bisa dianggap adil
sejauh pihak-pihak yang bersaing menaati secara
konsekuen dan konsisten peraturan yang ditetapkan
hukum dan perundangan dalam proses pemilu yang
berlaku untuk semua. Pelanggaran harus diberi sank-
si, dan pelanggar serius bisa didiskualifikasi karena
merusak “permainan” sehingga menjadi bukan “per-
mainan” lagi.

Sebagai “permainan’, pemilu yang disel akan

diharapkan akan berjalan dengan baik pula. Akan te-
tapi, jikalau syarat tidak dipenuhi dan peraturan tidak
ditaati, pemerintah yang terbentuk olehnya bisa di-
anggap cacat, dan pasti berpengaruh pada perjalanan
pemerintahan. Demokrasi, dengan demikian, dianggap
janjikan keadilan-keseimk k araan bagi
pihak-pihak yang bermain. Inilah “permainan” yang
dijalankan banyak negara modern sekarang.

Proses pemilu yang demokratis, untuk pemben-
tukan pemerintahan yang demokratis, telah lama
menggantikan proses pewarisan kekuasaan dalam
pembentukan pemerintahan autarki ataupun abso-
lutisme pada masa lalu yang dijalankan dalam monarki;
yakni penguasa raja, kaisar, ataupun elite-bangsawan,
yang pemerintahannya tidak dipilih oleh rakyat. De-
wasa ini pemerintahan seperti itu tidak bisa diterima
lagi. Kalaupun masih ada raja atau penguasa monarki,
pasti sistem pemerintahannya disesuaikan dengan
memasukkan unsur persetujuan rakyat melalui pemilu.

Tentu saja masih banyak soal yang perlu dijelaskan
dalam rumusan sesingkat di atas. Pertama, bentuk
pemerintahan yang disebut demokrasi sendiri mem-
pui model beragam, masing-masing dengan te-
kanan kepentingan tertentu - kiranya terkait dengan
corak masyarakat dan ideal keadilan-keseimbangan-
kesetaraan yang mereka bayangkan - sebagaimana
dikenal dalam sejarah perkembangan politik di Eropa.
Ada demokrasi liberal, sosial demokrasi, juga demo-
krasi Kristen, untuk sekadar menyebutkan yang paling
dikenal.

Akan tetapi, rakyat (people) juga merupakan konsep
vang kabur karena bentuk pemerintahan pada masa
lalu sebetulnya juga belum Listilah rakyatyang
dibayangkan (bisa) ikut “bermain” dalam pembentukan
pemerintahan. Apakah rakyat - yang ikut bermain
di arena politik - saat itu sudah ada? Maka, istilah
politik pun masih sangat terbuka untuk berbagai
kemungkinan pemerintahan. Raja, kaisar, atau para
I

lima tahun sekali ini seharusnya menyenangkan,
menggembirakan, kaving fun. dan meriah. Maka, orang
menyebutnya pesta demokrasi. Demokrasi merupakan
“permainan” pol ang paling baik, paling nyaman
dirasakan hingga saat ini, dibandingkan dengan “per-
mainan” politik lainnya. Jikalau seluruh svarat dipenuhi
dan peraturan ditaati, maka proses pemilu demokr:
akan menghasilkan pemerintah

atis
yang sah, dan bisa

vang memerintah pada masalalu dipercaya
menerima mandat dari atas, baik yang bersifat ilahiah
ataupun yang bertautan dengan pewarisan-lanjut ka-
kek-nenek moyang mereka (dinasti). Kenyataan ini
diterima begitu saja tanpa legitimasi. Sementara ity
masyarakat-rakyat, orang kebanyakan yang diperin lz\h‘
_\'ulng hidup di wilayah itu masih menerima bcgilul
saja kekuasaan raja atau penguasa karena merasa se-
kadar nunut hidup, diperintah, dan taat pada hukum
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vang sudah ditetapkan oleh penguasa. Dalam arti
lugas, ada dikotomi antara pemerintah dan rakyat.
Rakyat bisa saja dipermainkan oleh penguasa yang
membuat peraturan dan pengaturan sendiri untuk
pemerintahannya. Akan tetapi, apakah penguasa waktu
itu sudah bisa dikatakan “mempermainkan” rakyat
vang belum bisa disebut rakyat?... Barangkali belum
bisa dikatakan demikian juga.

Demokrasi - “Permainan bersama rakyat™?

Marilah lebih dahulu kita bicarakan demokrasi.
Pada tahun 1863, untuk singkatnya, Abraham Lincoln,
Presiden Amerika Serikat pada masa itu, merumuskan
demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk
rakyat, dan oleh rakyat. Suatu rumusan yang sederhana,
padat, meski belum terlalu jelas dalam pelaksanaannya.
Menurut Herry-Priyono, pemerintahan “untuk rakyat”
dan “dari rakyat” masih bisa dipahami maksudnya
dan dijalankan, tetapi yang menjadi persoalan adalah
pemerintahan “oleh rakyat”. Bagaimana mungkin ini
bisa dijalankan (Herry-Priyono, 2022: 116)?

Dalam konteks ini, rumusan tersebut mau men-
jelaskan bahwa dewasa ini raja, kaisar, atau bangsawan
siapa pun yang tidak dipilih rakyat, tidak bisa meme-
rintah lagi dan harus digantikan “oleh rakyat”. Persoal-
annya, siapakah “rakyat” yang di ? Karena,
berbeda dengan “dari rakyat” dan “untuk rakyat”
vang bisa dibayangkan secara keseluruhan (englobe),
pemerintahan “oleh rakyat™ harus merujuk person,
pribadi tertentu, yang hanya boleh satu, atau harus
dikuantifikasi jumlahnya secara konkret sehingga
terukur dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Itu
artinya, mereka mendapat mandat dari rakyat untuk
mewakili mereka. Jadi, pemerintahan “oleh rakyat”
hanya bisa diwakili, mau tak mau. Dalam hal inilah
berbagai persoalan bisa terjadi.

Secara singkat dapat ditengarai beberapa bentuk
pemerintahan demokrasi pada berbagai zaman, di
mana diperlihatkan hubungan penguasa dan yang
dikuasai sebagai “permainan” dengan yang corak

beragam.

Padazaman Yunani kuno abad 58M, untuk mengelola
polis, berkembang demokrasi langsung hcm'asarkan
kesetaraan warga dalam partisipasi pemerintahan.
Kesetaraan ini penting untuk menjamin ke?e)?z\sm)
dalam melawan kesewenang-wenangan (Urbinati,

2014: 75)- Akan tetapi, yang dimaksud dengan warga
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Pada zaman Yunani
kuno abad 5 SM,
untuk mengelola polis,
berkembang demokrasi
langsung berdasarkan
kesetaraan warga
dalam partisipasi
pemerintahan.
Kesetaraan ini penting
untuk menjamin
kebebasan dalam
melawan kesewenang-
wenangan
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negara waktu itu bukanlah rakyat seperti kita pahami
sekarang, melainkan terbatas hanya lelaki dewasa,
kepala rumah tangga, yang dianggap mempunyai hak
sama. Budak, perempuan, dan anak-anak, tidak di-
perhitungkan. Pemerintahan berdasarkan pemilihan
langsung, meliputi wilayah yang masih amat terbatas
(kecil), dan jumlah warga yang sedikit. Istilah polis me-
rujuk kota (Athena) di mana politik berlangsung. Jadi,
semacam negara kota.

Sampai sebel Roma bangkan bentuk
kekaisaran pada abad 44 SM, sudah berkembang pe-
merintahan yang disebut Republik (res-publica: hal-hal
umum, perkara publik), mirip di Yunani (Athena), tetapi
sudah dengan kelengkapan. Selain senat dan majelis,
ada magistrat pelaksana pemerintahan. Kepentingan
pengaturan negara secara internal ini dipicu oleh
tantangan musuh dari luar, negara lain. Praktik pe-
merintahan demokratis yang mirip Roma sebelum
kekaisaran ini berkembang di kota-kota Italia Utara
pada Abad Pertengahan, secara berurutan muncul
Pisa (1085), Milano, Genoa, A 0 (ca. 1100), Bologna,
Padua, Siena (ca. 1140). Firenze dan Venezia lebih ke-
mudian juga s kan k i i
Waktu itu, ke K yang kuat
dewan konsul sebagai hakim, kemudian diubah menjadi
dewan pemerintah yang dipimpin oleh seorang podesta
yang mempunyai kekuasaan tertinggi eksekutif dan
yudikatif.

Sejak Revolusi Prancis (1789), berkembang demokrasi
revolusioner yang mencerminkan keinginan warga
untuk membentuk bangsa melalui apa yang dikenal
sebagai “kehendak umum” (volonté generale). Maka,
pemerintahannya boleh dikata merupakan perwujudan
kehendak umum tersebut di dalam sebuah negara.
Gagasan ini dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) dalam filsafatnya.

Demokrasi modern yang berkembang sejak abad
19 ditandai dengan universalisasi hak pilih, kesetaraan
hak, dan modus perwakilan melalui pemilihan umum
yang dilakukan oleh seluruh warga negara yang cukup
umur. Jangkauan partisipasinya jauh lebih luas dari-
pada pemahaman warga negara pada zaman Yunani
(bdk. Herry-Priyono, 2022: 108-114).

Dari perkembangan ini, beberapa unsur mendapat
penekanan yang konsisten dan menjadi sentral sebagai
syarat pemerintahan demokrasi sekarang. Pertama,
unsurkesetaraan (equality) di antara warga bebas sudah
diakui sejak zaman Yunani, yang kemudian semakin

sawanan)
tetap, yang dulu membedakan derajat dan kedudukan
masyarakat. Meski harus diakui sekarang muncul
pembedaan dan perbedaan lain, yang diperoleh bu-
kan dari warisan atau keturunan, melainkan dari
dinamika sosial dalam kehidupan bersama. Kedua,

lepas dari kelas-kelas dan kasta (kel
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unsur persetujuan pihak yang diperintah (consent of

the governed), dengan syarat jaminan keadilan at.

hukum-hukum yang diberlakukan. Semula persetujuan
semacam ini diandaikan begitu saja. Gagasan yang
berasal dari “kontrak sosial” Thomas Hobbes ini men-
dasari terbentuknya konstitusi dalam negara-negara
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Foto: F. Pumawijayanti | Bajidor Barsundi di

Bentara Budaya Yogyakarta dalam rangka pembukaan
Pameran Seni Rupa dan llustrasi buku Ratu Adil

pada 25 Januari 2024,

modern. Ketiga, unsur persetujuan yang semula ber-
sifat langsung dalam wilayah sempit, seperti sudah
dijalankan dalam demokrasi Yunani, menjadi per-
setujuan melalui perwakilan (representation) untuk
wilayah yang luas dalam model parlementer, seperti
dijalankan oleh banyak negara sekarang ini. Keempat,
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Pemerintah disebut
demokratis, bukan
hanya karena dibentuk
melalui pemilu yang
langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan
adil (luber-jurdil) dari
banyak partai, tetapi
dan terutama juga
karena menjamin ke-
bebasan berpendapat
dari berbagai partai
yang menjadi kontrol
pemerintahan.

unsur pengangkatan perwakilan ini dijalankan ber-
dasarkan pemilihan (election), bukan lotre seperti pada
zaman Yunani (bdk. Herry-Priyono, 2022: 114).

Keempat unsur sentral tersebut, yaitu kesetaraan,
persetujuan, pemilihan umum, dan perwakilan rak-
yat, mendasari bentuk pemerintahan demokratis
konstitusional yang berkemk dalam demokrasi
representatif dewasa ini. Keempatnya memperlihatkan
standar proses dan pembentukan pemerintahan.
Wakil-wakil rakyat yang terpilih, yang menduduki ja-
batan-jabatan pemerintahan, menetapkan konstitusi
yang negara untuk jamin keadilan.

Dalam sejarah politik, berkembang pembagian
pemerintahan dalam tiga kekuasaan, yaitu legislatif,
yudikatif, dan eksekutif, yang terpisah satu sama lain
agar terjadi keseimbangan dan keadilan. Keadilan da-
lam hal ini menjadi katalisator yang diperjuangkan,
terutama oleh pihak rakyat yang memilih mereka, agar
tetap terjamin kesei antara praktik kek
pemerintah dan jaminan kebebasan-kesejahteraan,
sebagai imbalan atas kerelaan mereka untuk diatur.
Dengan demikian, kekuasaan tidak menjadi semena-
mena. Dan hanya dengan demikian, kekuasaan men-
dapatkan legitimasinya, dan demokrasi menjadi “per-
mainan” yang menarik.

Dalam rumusan Urbinati, seorang pemikir politik
Italiayang sudahlama tinggal di Amerika, pemerintahan
demokratis meliputi dua sistem kekuasaan, yang dia
sebut sistem diarki (diarchic system), meliputi kehendak
(will), yakni hak dan prosedur memilih dan lembaga
yang mengatur pembentukan putusan-putusan res-
mi, dan opini, yakni wilayah di luar lembaga ini, di
mana pandangan-pandangan politis dilontarkan.
Keduanya saling memengaruhi tanpa bercampur.
Pemerintah disebut demokratis, bukan hanya karena

ik k melalui pemilu yang umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) dari banyak
partai, tetapi dan terutama juga karena menjamin
kebebasan berpendapat dari berbagai partai yang
menjadi kontrol pemerintahan. Jadi, ada dua tuntutan
dalam demokrasi representatif, yaitu kehendak dan
opini, yang merupakan dua kekuasaan yang berbeda,
meski harus terus-menerus berkomunikasi (Urbinati,
2014: 2). Pemerintah (lembaga kekuasaan resmi) yang
merasa sudah beres urusannya setelah pemilu yang
demokratis, tentu salah besar dalam hal ini. Karena
jalan pemerintahannya pun masih harus terus di-
kontrol melalui opini masyarakat.
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Akan tetapi, seperti adagium yang terkenal dari
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nati, pemermmhan populls menganut politik yang

Lord Acton bahwa itu cenderung busuk
(power tends to corrupt and absolute power corrupts
absolutely), elite penguasa pun cenderung ingin me-
lestarikan kekuasaannya, dan dengan berbagai cara
* mencoba melanggar batas kepantasan yang sudah di-
tetapkan oleh konstitusi. Di sinilah pemerintah sering
tersandung. Apakah demokrasi dapat bertahan sebagai
“permainan” yang nyaman, mengingat kekuasaan pe-
merintah cenderung membusuk dan melanggar ke-
adilan? Hal ini harus menjadi peringatan bagi mereka
yang sedang menduduki kekuasaan, sebab semakin
besar kekuasaan mereka, bahaya pembusukan juga
semakin besar.
dalam beberapakelemt
~leg|slat|f yudikatif-eksekutif - seharusnya berfungsi
untuk saling mengontrol satu sama lain, tetapi kecen-
derungan mereka justru saling memanfaatkan, se-
hingga demokrasi dengan segera akan menjadi oligarki.
Oleh karena itu, perhatian Urbinati terutama pada
peran opini yang, baginya, bukan sajamenyangkut soal
kebet berbicara, d: tetapi
bagaimanakuasa opini ini juga efektif dalam mengontrol
kekuasaan pemerintahan. Hal ini lebih lagi perlu men-

perhatian, i per media

merepr dank rakyat
biasa "yang merasa kepedulian mereka diabaikan oleh
para elityang berkuasa” (Urbinati, 2019: 5). Dan, seperti
permainan dalam demokrasi, ada dua pemain yang
bisa ditetapkan di sini: rakyat biasa dan elite politik
yang sudah mapan. Tampaknya istilah populisme lebih
menginsinuasikan gerakan dari rakyat bawah, tetapi
bisa saja diawali oleh provokasi seorang pemimpin yang
kemudian memanfaatkannya.

Dalam perkembangan mutakhir, menurut Urbinati,
populisme merupakan gerakan yang tidak puas dengan
bentuk pemerintahan demokrasi representatif atau
perwakilan, karena para wakil rakyat tidak dipilih
secara sungguh-sungguh. Krisis demokrasi di Eropa,
misalnya, terjadi ketika masyarakat apatis dengan
politik. Mereka beranggapan, politik adalah urusan
mereka yang mempunyai keahlian untuk itu. Dalam
pemilu, jumlah peserta yang ikut semakin merosot
sehingga tidak mencerminkan partisipasi aktif dari
rakyat. Jadi, b keterwakilan re if bisa
sungguh-sungguh mencerminkan kehendak rakyat?
Oleh karena itu, cara keterwakilan ini perlu diubah,
diperbarui, melalui gerakan kerakyatan semesta yang

sosial yang semakin pesat. Pembicaraan publik semakin
mudah dikuasai oleh industri-industri media yang be-
sar suaranya, mengatasi suara-suara kritis individual,
pribadi.

Karena itu, perkembangan internet dan media so-
sial, yang menghubungkan orang per orang dan agen-
agen pembuat informasi, perlu dikontrol dengan ketat
dan diatur dengan regulasi yang transparan. Tetapi,
pemerintah biasanya lemah di bidang ini, atau mala.h

k Dengan demikian, k

hasilkan mayoritas mutlak. Dengan cara ini
mereka beranggapan, pemenntah bukan hanya cer-
minan, melaink h perwujudan dari
kehendak rakyat. Gerakan ini meyakini peran kehendak
rakyat yang akan menentukan sosok pemimpin yang
karismatik. Bagi mereka, kata Urbinati, cukup kalau
seorang pemimpin yang mereka pilih menjadi kepala
negara yang yai hub 1 dan
menyatu dengan rakyat.
Akan tetapi, siapakah “rakyat” ini, dan siapakah

pembusukan kuasa semakin tak mudah untuk diatasi.
Demokrasi yang seharusnya merupakan “permainan”
yang nyaman, menjadi “main-main” dengan rakyat.
Hal ini lebih terasa lagi dalam perkembangan politik
yang belakangan disebut populisme.

Populisme - “Permainan atas nama rakyat™?
Populisme sebetulnya gejala yang sudah lama
berlangsung dalam sejarah politik. Namun, seperti
halnya demokrasi, ia mengalami perubahan dan per-
Mengikuti h, Kamus Oxford
[English Dictionary, sebagaimana dikutip oleh Urbi-

yang mereka pilih? Bagaimana terjadinya
hubungan ini, siapa yang berinisiatif? Dari pihak eli-
te pemimpin, bisa saja ia berinisiatif membangun
popularitas dengan menyerang partai-partai utama
(Kiri ataupun Kanan). Ketika berhasil membangun
pengaruh dan i kek ia identikkan
diri dengan rakyat dan membuat retorika melawan
kekuasaan yang sudah mapan untuk melakukan pem-
baruan. Hubungan langsung dengan rakyat sangat
penting untuk tujuan ini, maka mereka sering tampil
di media untuk memperlihatkan intensi ini.

Urbinati memberi contoh Hugo Chavez dari Vene-
zuela, Silvio Berlusconi dari Italia, dan Donald Trump
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Foto: F. Purnawijayanti | Bajidor Barsundi di

Bentara Budaya Yogyakarta dalam rangka pembukaan
Pameran Seni Rupa dan llustrasi buku Ratu Adil

pada 25 Januari 2024,

dari Amerika Serikat. Mereka membebaskan diri
dari kelas-kelas sosial ataupun ideologi tradisional,
menganggap diri mengatasi perpecahan Kiri-Kanan
(khususnya di Eropa) dan mendasarkan dukungan pada
persetujuan umum, masyarakat yang mau menerima

mereka. Para elite populis menganggap diri dipilih oleh

t “yang benar” dan mewakili mereka, karena itu
merasa berhak memegang kekuasaan. Dengan cara
demikian, populisme ingin mengubah bentuk de-
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mokrasi parlementer dengan bentuk baru yang lebih
representatif (Urbinati, 2019: 6).
Dari satu segi tampaknya populisme dekat dengan

gagasan dalam judkan kehendak umum
dankesatuan pemimpin dengan rakyat. Tetapi keduanya

KACABENGGALA

berbeda karena populisme yang mau menggantikan
demokrasi representatif ini mendaku bersifat dinamis,
ikut bermain dalam demokrasi, memperebutkan
kekuasaan, dan tidak hanya diandaikan begitu saja
(bdk. Urbinati, 2006: 24). Sementara bagi Rousseau,
politik telah membuat hati manusia busuk sehingga
muncullah nafsu kuasa, konflik, dan persaingan, maka
dari itu dia mengajak manusia kembali ke alam. Politik
merupakan kegiatan jahat yang harus dihindari. Dalam
arti ini, Rousseau seperti mau kembali ke pandangan
Aristoteles yang meyakini manusia pada aslinya adalah
makhluk sosial yang baik (zoon politicon), tetapi rusak
karena politik yang mencari kekuasaan. Sementara
Aristoteles beranggapan bahwa politik dan hidup sosial
itu sama dan memuat moral di dalamnya, Rousseau
sepertinya memisahkannya dan menolak politik,
yang dianggapnya sebagai rekayasa manusia busuk,
dari hidup sosial alami yang baik. Dan seperti Plato,
Rousseau beranggapan bahwa pemerintahan yang
baik akan menghasilkan masyarakat baik, sedang pe-
merintahan yang buruk akan merusak masyarakat.
Tetapi manusia bukanlah sekadar tanah liat yang bisa
diatur semaunya oleh pemerintah atau pemimpin. Dia
mempunyai kebebasan, dan karena itu ia seharusnya
mampu berkehendak mengubah keadaan masyarakat
(Waltz, 2001: 5-6).

Rupanya ada dua soal dalam demokrasi representatif
yang perlu dijelaskan agar bisa menjawab persoalan
pemerintahan “oleh rakyat” (secara langsung) sebagai
bagian dari demokrasi, yang juga menjadi kepedulian
populisme. Karena seluruh rakyat mustahil men-
jalankan pemerintahan, maka memang diperlukan
perwakilan dengan pengangkatan wakil-wakil rakyat.
Akan tetapi, persoalan yang pertama adalah bagai-
mana cara memilih dan menentukan perwakilan ini,
supaya sejalan dengan pengertian “dipilih oleh rak-
yat”. Negara-negara modern melakukannya dengan
pemilu multipartai. Tetapi, dengan cara ini jarang
bisa didapatkan mayoritas mutlak karena diperlukan
koalisi dari berbagai partai. Sementara populisme
mengusahakan mayoritas mutlak dengan melakukan
polarisasi sampai memperoleh kemenangan, dan ketika
menang, menyamakan begitu saja mayoritas dengan
rakyat yang benar.

Persoalan yang kedua adalah bagaimana pemerintah
yang terbentuk bisa memenuhi harapan rakyat. Lagi-
lagi rakyat menjadi persoalan. Kalau yang dimaksudkan
adalah seluruh warga negara, bagaimana mungkin
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pemerintahan yang terbentuk akan dapat memuaskan
harapan seluruh rakyat ini? Harapan macam apa yang
bisa diwujudkan? Kiranya bukan kesejahteraan dalam
wujud materiel, melainkan struktural dan menyangkut
hal yang fundamental. Oleh karena itu, Urbinati
memberi tekanan pada kerja sama antara kehendak
dan opini sebagai indikator keberhasilan.demokrasi
representatif. Artinya, keputusan-keputusan yang
diambil pemerintah sebagai lembaga yang mengatur
pembentukan putusan-putusan resmi, yang merupakan
kehendak rakyat, harus diuji dan sejalan dengan opini,
yaitu pandangan-pandangan politis yang dilontarkan
masyarakat di luarlembaga resmi tersebut. Jikalau tidak
ada kesesuaian, artinya demokrasi tidak terlaksana.
Populisme dengan mengerucutkan pemilu multi-
partai menjadi pilihan model plebisit yang hanya
memberi dua peluang, menciptakan dikotomi dengan
mendaku mayoritas sebagai yang “benar” dan minoritas
sebagai yang “salah”. Akan tetapi “kebenaran” pilihan
semacam ini pun, setelah mayoritas berhasil dibentuk,
dalam jangka panjang belum tentu menghasilkan
pemerintah yang memuaskan. Sebabnya adalah orang-
orang yang dipilih sebagai wakil rakyat oleh kelompok
populis yang beruntung mendapatkan kekuasaan, akan
bsesi untuk mempertahankan kedi Maka
yang terjadi adalah penyelewengan-penyelewengan
kekuasaan, entah itu pada wakil di legislatif, eksekutif,
ataupun yudikatif, sebagaimana yang kita ketahui juga
terjadi di negara kita ini. Lebih-lebih ketika ketiga
representasi ini bukannya saling mengontrol, me-
lainkan justru saling bekerja sama. Maka, demokrasi
representatif, bagaimanapun cara pemilihannya, cen-
derung iptakan oligarki, di mana kek pada
akhirnya ada di tangan beberapa elite pemerintahan.
Dengan demikian ada empatkecenderungan popu-
lisme yang dapat dir Pertama, li
memper k duali dan lak pluralitas
partai, membangun antagonisme tanpa kompromi
yang konon mengatasi kecenderungan Kiri dan Ka-
nan. Tetapi, dengan demikian, dengan mudah ia
akan benarkan diri dan iskreditkan semua
kelompok lain. Dualisme yang dibangun akan meng-
atasnamakan rakyat biasa, melawan kaum mapan
dan (meski hanya satu bagian masyarakat) meng-
hak semesta, serta legitimasi
kekuasaan.

14

Sebabnya adalah orang-
orang yang dipilih
sebagai wakil rakyat oleh
kelompok populis, yang
beruntung mendapatkan
kekuasaan, akan
terobsesi untuk
mempertahankan
kedudukannya. Maka
yang terjadi adalah
penyelewengan-
penyelewengan
kekuasaan, entah itu
pada wakil di legislatif,
eksekutif, ataupun
yudikatif, sebagaimana
yang kita ketahui juga
terjadi di negara Kkita ini.
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Kedua, Iit ikut k i pemilu
untuk memperoleh kekuasaan atas nama demokrasi.
Akan tetapi, dengan menggunakan pemilihan secara
plebisit, mereka menentukan mayoritas yang bermuara

. pada dualisme moral “baik” (mayoritas) dan “buruk”
(minoritas). Setelah berhasil menetapkan diri sebagai
mayoritas yang baik, populisme menolak pretensi
imparsial sehingga bisa melegitimasikan diri sebagai
pemenang dan menetapkan konstitusi.

Ketiga, populisme beranggapan representasi bu-
kanlah hasil pemilu dari partisan, melainkan inkarnasi
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mungkin bisa diartikan sebagai kerakyatan yang di-
kotomis, yang b kan diri dan
pihak lain yang tidak sepaham dengan dirinya, sehingga
mengakibatkan perpecahan masyarakat. Padahal, me-
nurut Urbinati, mereka ini sering kurang kritis dan
tidak mudah diajak berdiskusi. Maka, ada bahaya po-
pulisme menjadi bentuk pemerintahan autarki, atau
berisiko bubar ketika pemimpin tidak diterima lagi.
Ataukah menunggu munculnya populisme baru? Suatu
absurditas!

Di Ind: ia, perkemk demokrasi repre-

dari semua dakuan dalam seorang pemimpin. Dialah
suara rakyat yang sejati. Hubungan langsung ini men-
jadikan audiens sebagai sumber legitimasi yang men-
diskreditkan setiap campur tangan partai maupun
institusi. Demlluanlah pemimpin memperkuat dakuan
melalui kek

Keempat, populisme mengartikan demokrasl se-
bagai mayoritas radikal sehingga pemimpin bisa se-
‘wenang-wenang dan mempunyai keterbukaan, seperti
demokrasi, yang meneguhkan kekuasaan sebagian dari
populasi yang bicara melalui pemimpinnya. Populisme
mempraktikk ionali: yang politik
bukan lagi “permainan”, melainkan “perang”. Tidak
ada pesaing, yang ada lawan atau kawan (Urbinati,
2019: 191-192).

Dengan demikian populisme lebih dari sekadar
gerakan kontestasi ataupun mobilisasi, melainkan
gerakan melawan kemapanan politik yang ada, de-
ngan mengatasnamakan mayoritas yang mau meme-
rintah dengan ambisi, tanpa ada yang mengontrol,

- ;

sentatif juga senantiasa ditantang oleh dua hal di
atas. Di satu pihak adanya penyelewengan dari elite
politik yang memegang kekuasaan, berbentuk ko-
rupsi, p lal kuasa, iran hukum
yang merusak keadilan, dan sebagainya. Di lain pihak
kecenderungan populisme yang melibatkan rakyat
banyak untuk mengatasi persoalan dengan meng-
gantikan proses demokrasi, yang berakhir dengan
otoritarianisme, atau Jatuhnya pemerintahan secara
drastis, i yang baru.
Dengan iki it bodoh-bodohi rak-
yat dan tidak memberikan pendidikan politis.
Dengan kadar berbeda, dan konteks historis yang
berbeda pula, gejala populisme saya rasa ada dalam
beberapa “permainan” politik dalam gagasan inte-
gralisme (Soepomo), demokrasi terpimpin (Soekarno),
demokrasi Pancasila (Soeharto), dan yang belakangan
ini populisme dalam pemilu presiden dan wakil pre-
siden (Joko Widodo). Integralisme yang diusulkan
Soepomo pada awal kemerdekaan dalam rangka meng-

ikan sejauh kin tanpa usulkan bentuk negara, boleh dikata dekat dengan ide

mempersoalkan kel politik ataupun i yang k eratantararakyat

curkan h h. P i 1 kan ke- dan dan judkan ket k umum untuk

dengan ilartikan oposisi dan kaum membangun negara. Hal itu bisa dimaklumi ketika

minoritas, dan merendahkan mereka seraya b bangsa Indonesia masih getol dalam pembentukan
pre dayang I -besarkan ter us bangsa yang mau memt diri dari jat

kehebatan pandangan mayoritas.

Maka, demokrasi model populis ini, bagi Urbinati,
justru jauh dari memenuhi syarat demokrasi karena,
seperti sudah disebutkan di atas, demokrasi perlu me-

Untuk komunitas kecil, desa misalnya, integralisme
yang spontan memang bisa terjadi. Namun untuk ne-
gara besar dengan berbagai budaya, bentuk ini sulit
dijalankan. Dalam gagasan ini, kebebasan individu bisa
i kehendak umum yang

menuhinorma diarki (duak yakni kehendal dik demi
dan opml Populisme menolak kritik dan perbedaan
d yang beragam, kan sama d

lebih mendasar. Maka, usulan ini tidak diterima, dan
i luk bentuk kesatuan republik.

sekali peran opini. Dalam populisme adakecenderungan
untuk mendesak, menekan, opini umum, dengan se-
mangat yang disebut Urbinati plebisitarian, yang

Dalam bentuk pemerintahanyang disebut demokrasi
terpimpin, Soekarno, dengan Dekrit 5 Juli 1959, mem-
berlakukan kembali UUD 45 dan sistem presidensial,
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meski persetujuannya tidak mencapai kuorum
anggota Konstituante. Pengambilan keputusan
yang bersifat plebisit ini karena Konstituante
yang sudah terbentuk tidak berhasil menetapkan
UUD baru, sementara UUDS tidak berlaku lagi
dengan dibubarkannya RIS. Sementara itu, sistem
parlementer juga tidak jalan karena kabinet jatuh
bangun oleh persaingan partai-partai. Secara ideologis
Soekarno merumuskan Nasakom sebagai tiga kaki
dalam mencari keseimbangan antara unsur Agama,
Nasionalis, dan Komunis, yang ada di Indonesia
waktu itu. Namun, stabilitas yang diupay 1 rupanya
hancur oleh kontestasi politik yang mengakibatkan
terjadinya peristiwa berdarah tahun 1965/1966 dan
mengakhiri pemerintahannya.

Setelah kehancuran populisme Soekarno, ideal
tiga kaki ideologis untuk mencari keseimbangan ke-
kuatan politik digantikan oleh Soeharto dalam Orde
Baru, dengan menyederhanakan partai-partai politik
menjadi tiga kekuatan partisan, yakni Golongan Ka

ya

yang merupakan kekuatan mayoritas (nonpartai)
dan dijadikan partai pemerintah, unsur agama
(Islam) dalam Partai Persatuan Pembangunan, dan
unsur Nasionalis (lainnya) dalam Partai Demokrasi
Indonesia. Dengan format ini, Partai Golkar selalu

memenangkan pemilu yang “luber” sebagai mayoritas,
dan bisa menetapkan Soeharto sebagai presiden
selama 32 tahun (1966-1998).

Dengan cara-cara demikian itu, secara historis
demokrasi Indonesia masih bernuansa populis dan
nuansa “bermain” yang seharusnya menggembirakan,
namun selanjutnya malah cenderung menjadi “per-
mainan” yang sering berakhir dengan “main-main”
yang berdarah.

“Permainan” atau “Main-main” dalam Politik?
Dalam buku Homo Ludens (1944), Johan Huizinga,
seorang pemikir Belanda, berpendapat bahwa “per-
mainan” bukanlah bagian dari kebudayaan, melainkan
justru merupakan pola kebudayaan itu sendiri. Boleh
dikata, kebudayaan berkembang melalui permainan.
Dan setiap kegiatan “bermain” mempunyai beberapa
corak yang dapat ditengarai, antara lain: (i) kebebasan
- dijalankan dengan rasa bebas yang bisa dikontraskan
dengan tugas atau pekerjaan yang membebani; (ii)
bukan kegiatan yang biasa, keluar dari suasana biasa
yang sungguh-sungguh, menjadi kegiatan yang “se-
olah-olah”, “keisengan” - sering direndahkan sebagai

Foto: F. Pumawijayanti | Bajidor Barsundi bersama
Ampun Sutrisno di Bentara Budaya Yogyakarta dalam rangka
pembukaan Pameran Seni Rupa dan llustrasi buku Ratu Adil
pada 25 Januari 2024,

“hanya main-main”. Namun, justru karena perbedaan
atau keterpisahan dari hidup biasa yang serius inilah,
“permainan” mempunyai tempat khusus dalam kehi-
dupan. Karena itu, (iii) sifatnya juga tertutup, terbatas
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1 (tempat) tertentu, dengan awal Kita bisa membayangkan “permainan” konkret
r, dibedakan dan tidak meliputi seluruh dalam teater, drama, sepak bola, badminton, catur,
dupan, sehingga bisa juga diulang-ulang dan menjadi permainan kartu, permainan anal ak, atau be
pola, kebiasaan (Huizinga, 1990: 11-14). gim yang dimainkan pada gawai
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menurut Huizinga, juga bisa meluas ke kehidupan lain
dalam pergaulan sosial, perkembangan ilmu, teknologi,
perdagangan, politik seperti pemilu saat ini, dan se-
bagainya.

Ciri lain yang positif dari permainan adalah di-
ciptakannya tata tertib sendiri dengan peraturan dan
pengal.urannya yang sedemikian terbatas sehingga

atau pel. akan babk

permainan kehilangan sifat dasarnya dan menjadi tidak
berharga. Dengan menaati peraturan, permainan
menjadi fair (adil), teratur, disiplin, tertib, dan mem-
berikan makna, penyegaran, kegembiraan, gayeng.
Maka, pilpres kita disebut juga pesta demokrasi karena
diharapkan memberikan hasil yang menggembirakan.
Tetapi, di lain pihak, peraturan dan tata tertib dalam
permainan membuatnya menjadi serius dan ber-

h h, tidak dan bukan asal
main. Kegembiraan prospektif dihantui dengan keta-
kutan pada kegagalan, setidaknya bagi beberapa pe—

Dalam rumusan singkat, Huizinga menulis, *.
Suatu perbuatan bebas, yang — walaupun disadari
sebagai “tidak han” dan di luar kehi yang
biasa - dapat menyita seluruh perhatian pemain; yang
tidak berkaitan langsung dengan kepentingan materiel
atau kegunaan, yang berlangsung dalam ruang dan
waktu yang ditentukan secara khusus, yang dilakukan
secara tertib menurut aturan-aturan tertentu, dan
yang melahirkan ikatan-ikatan kebersamaan yang suka
menyelimuti diri dengan kerahasiaan atau melalui
penyamaran menonjolkan diri sebagai lain dari dunia
biasa.” (Huizinga, 1990: 19)

Dari rumusan ini masih perlu diterangkan corak
tidak adanya pamrih langsung dari kegiatan per-
mainan, sebab kemenangan dalam permainan atau
kontestasi memang tidak bersifat materiel. Meski
di kinkan hadiah dari } itu berupa
barang materiel, tetapi barang itu sendiri tentu saja
bukan hasil langsung dari permainan, sebagaimana

kegiatan produksi. Selain itu, terjadi ikatan
kebersamaan yang dilahirkan dari pengelompokan

serta yang penakut, permainan
sisi paradoksal juga.
Huizinga juga tkan sifat k ka-

rena ada ketidakpastian dalam permainan (Huizinga,
1990: 16): ada semangat perjuangan, keinginan un-
tuk berhasil, menang, dengan usaha yang keras dan
serius di satu pihak, tetapi di lain pihak ada keta-
kutan karena peluang kalah, kegagalan yang di luar
kuasanya. Inilah corak agonal dalam permainan yang
dikatakan oleh Driyarkara. Pihak yang takut kalah
akan mempermainkan agon sehingga tidak mau be-
kerja keras, tidak mau berjuang secara fair - seperti
siswa yang menyontek dalam ujian. Pelanggar aturan
menurut Huizinga, masih bisa di
meski mungkin perlu diberi sanksi hukuman. Akan
tetapi, melawan (menolak) aturan yang sudah ada atau
membuat aturan baru adalah merusak permainan dan
b permainan ilusinya. Dengan
itu ia bisa dianggap “mempermainkan” permainan,
tidak bermain serius. Dengan kata lain, ia tidak mau
bermain. Sebetulnya ia keluar dari arena permainan
dan mengancam eksistensi permainan itu sendiri.
Oleh karena itu, ia harus dihancurkan (Huizinga,
1990: 15). Perusak permainan boleh dikata merupakan
pemain yang (bukan pemain lagi sebetulnya, karena)
takut dengan ketidakpastian dan mencari jaminan
kemenangan, tetapi langkah yang diambil malah meng-
hancurkan (pesona) permainan itu sendiri.

g-orang yang bermain bersama, yang kurang lebih
sudah saling tahu peraturan permainannya; mereka
seperti tim-tim, kesatuan, kelompok permainan yang
kurang lebih terpisah dari kelompok orang pada
umumnya. Corak-corak ini bisa diberlakukan dalam
berbagai bentuk permainan. Dalam hal politik dan
pemilu, kesatuan yang mengikat adalah “kenegaraan”,
kebangsaan yang sama. Ada dua aspek dasar di mana
permainan memperlihatkan diri: [1] Permainan se-
bagai “perlombaan yang memperebutkan sesuatu”,
dan [2] “pertunjukan tentang sesuatu”. Dalam hal
pilpres, kita melihat aspek pertama, yakni dalam hal
memperebutkan kedudukan presiden.

Bagaimana peristiwa pilpres dilihat dari perspektif
permainan ini? Bukankah pilpres sebagai pesta demo—
krasi memberikan k biraan, di
ketegangan? Bukankah peristiwa ini bisa dieksklusikan
dari peristiwa harian, lepas dari kegiatan atau pekerjaan
sehari-hari, mengambil waktu dan arena yang khusus
—masak hari serta peraturan-
peraturan khusus - yang membuat pemain terlibat
dengan kesungguhan? Lebih lanjut, tidakkah kita juga
bisa mengidentifikasikan pelanggaran-pelanggaran
maupun perusakan “permainan” pilpres ini, jika ada”

i hal itu di i, seperti wasit
kecurangan dalam permainan? Adakah wasit yang ne-
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tral dalam pilpres kita, yang berani memberi sanksi
bagi pelanggaran" Pilpres memang seharusnya tidak

dan materiel.
Kemenangan dan kekalahan yang adil-fair seharusnya
tidak I bentuk kekuatan

" dalam pengelompokan sebagai satu bangsa. Persaingan
boleh, tetapi permusuhan dihindari.

Hingga abad ke-18, Huizinga menjelaskan, unsur
ludik (permainan) dalam kebudayaan masih amat su-
bur, di mana terjadi spontanitas, kreativitas, dan fun,
sebagai improvisasi dalam kehidupan. Berkembangnya
ilmu pengetahuan yang semakin serius menentukan
kepastian-kepastian dalam kehidupan, hingga unsur
permainan surut; atau “permainan” yang dimainkan
menjadi palsu, tidak orisinal. Orang semakin sulit
membedakan antara permainan dan bukan permainan
dalam fenomena-fenomena peradaban. Keseriusan
ilmu tidak seharusnya menghalangi kepentingan per-
mainan, tetapi justru memerlukan permainan untuk
mengimbanginya.

Di bidang politik, Huizinga it
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permainan, sebagaimana tampak dalam ikatan kene-
garaan yang kuat, persahabatan para wakil rakyat,
meski berbeda orientasi partainya. Gejalakemerosotan
aspek permainan dalam politik pada zaman sekarang
kiranya bukan hanya masalah Eropa-Amerika Serikat,
tetapi tampaknya merupakan kecenderungan global,
dengan berkembangnya politik identitas, fanatisme
kelompok yang tidak toleran, dan pelanggaran-

1; -an aturan main

Politik masa kini yang kehilangan aspek permainan
memperlihatkan banyak hal, antaralain berkurangnya
minat bermain, kurang mau berpartisipasi dalam
politik, kemerosotan dalam pengetahuan politik -
menjadi sebab politik yang tak bermoral - memper-
mainkan politik dengan pelanggaran-pelanggaran
yang direkayasa, kendornya ikatan kebersamaan
sebagai pemain, persaingan emosional yang menjadi
per 1§ dan lain sebagai Akhirnya k
bangsa dan negara dibahayakan.

S 1

politik di Eropa pada masa itu masih tebal dimensi “per-
mainan”-nya. Di Inggris, misalnya, perdebatan dalam
majelis rendah benar-benar memenuhi norma-norma
suatu permainan. Mereka bisa berdebat panjang untuk
saling mengalahkan, tanpa melupakan kepentingan
negara “yang selama perdebatan-perdebatan itu tetap
mereka perjuangkan dengan sepenuh hati. Suasana dan
tatakramakehidupan pa:lemenber selalu benar-benar
sportif... Suatu kink
1 1 yang paling sengit untuk segera
- setelah perdebatan berakhir - kembali bergurau
satu sama lain dalam suasana ramah...” Huizinga
memberi contoh humor Lord Hugh Cecil yang dalam
Majelis Tinggi terang-terangan menyatakan tidak
hendaki kehadiran uskup-uskup dalam majelis

itu, tetapi setelah itu ia mengobrol santai dengan Uskup
Agung dari Canterbury (Huizinga, 1990: 287).

Huizinga juga memuji parlemen di Amerika Serikat
masa itu, yang meski dengan sistem dua partai, perbe-
daan politiknya hampir tak terlihat oleh orang luar. Di
Prancis, dengan sistem banyak partai, peran permainan
dalam percaturan politik tampak lebih rumit. Namun,
praktik kepartaian yang hanya memperjuangkan ke-
pentingan golongan atau individu, dianggap tidak
sesuai dengan hakikat permainan yang serius.

Politik di Eropa dan Amerika Serikat, menurut
Huizinga, pada masa lalu masih kental dengan suasana

Dengan menggunakan kaidah Driyarkara, “per-
mainan” dalam setiap dinamika sosial (KLD: 249-
254), kita bisa juga mengamati politik di Indonesia
vang sedang berlangsung ini sebagai permainan.
Permainan tentulah menyenangkan dan penuh
perdamaian, jikalau para pemain menjalankan
permainan dengan fair, karena dalam permainan
terdapat dua unsur penting, yaitu eros dan agon.
Eros adalah cinta yang menyatukan, yang membuat
permainan menarik, menyenangkan, dan di situlah
para pemain tidak bermusuhan satu sama lain, meski
melakukan perjuangan persaingan untuk saling me-
ngalahkan. Dengan eros mereka menyadari bahwa
lawan persaingan adalah partner. Perbedaan mereka
bukan menjadikannya musuh, sebab tanpa perbedaan
tidak mungkin ada permainan. Semenmra agon adalah
k upaya untuk
yang lain, dengan risiko kekalahan yang bisa saja me-
nakutkan, tetapi tidak seharusnya menghancurkan.
Karena dalam permainan memang harus ada yang
kalah dan menang.

Akan tetapi, permainan bisa dinodai oleh kecurangan
dengan pelanggaran peraturan, baik secara kasar
maupun halus; permaman menjadi bukan permainan
yang kan per karena
kemenangan dan kekalahan yang dihasilkan tidak fair,
tidak adil, tidak mengikuti peraturan. “Permainan yang
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dipersungguh, kehil nuansa permai *Si
pemain yang curang tidak lagi didorong oleh eros dan
agon, tetapi dipermainkan oleh kedua unsur itu, dan
ditinggalkan oleh partner mainnya. Dalam permainan
pemerintah yang lebih fatal, Paulo Freire pernah meng-
istilahkan politik sebagai permainan cinta dengan
mayat (necrophilia) dari partner main. Tentu saja kita
tidak berharap yang demikian ini. Oleh kmna itu, pe—
langgaran serius dalam pemilu perlu segera di

tidak akan memecahkan soal, karena justru dengan
cara itu populisme meninggalkan moral politik dan
mengubah permainan menjadi ajang permusuhan yang
sulit dikontrol dan menghancurkan rakyat, bangsa,
juga negara.

Bagaimana prospek pemilu kita sekarang ini, de-
ngan isu-isu panas menyangkut pengangkatan capres/
cawapres yang main-main dengan hukum dalam
kriteria Il permainan bagi-bagi uang, pen-

Dari uraian di atas, dapatkita simpulkan suatu tesis
bahwa demokrasi representatif dalam-“permainan”
politik akan selalu ditantang oleh nafsu kuasa dari
para elite penguasa, dan cenderung menjadi oligarki
yang mempermainkan rakyat. Meski mereka dalam
prosesnya dipilih secara demokratis, namun, seperti
kata Urbinati, karena kelemahan dalam kerja sama
dank ian antara kehendak, yakni perti
resmi, pengambilan keputusan yang sah dalam peme-
rintahan, dan opini, yakni suara, pandangan polms,
kritik, usulan, dan dari berbagai
ataupun individu yang berasal dari luarlembaga resmi,
menyebabkan kehidupan politik tidak lagi menjadi
permainan serasi yang menjanjikan kenikmatan dan
! lainkan justru penuh

dan tidak K ungan ini
semakin besar dan mempersulit kehidupan demokrasi.
Demokrasi yang dijalani sering terhambat oleh nafsu
kuasa sehingga melanggar keadilan.

Namun, kesulitan dalam j “permainan”
demokrasi ini, pembaruan populisme yang menggan-
tikan proses pemilu mulhpanm dengan menyodorkan
plebisit dan isasi pilihan k

Daftar Pustaka
beb Keadilan, dan

copotan baliho pesaing, pemukulan kontestan lawan,
penggunaan fasilitas negara, dan lain sebagainya?
Apakah kita sedang “bermain dengan sungguh-
sungguh”, ataukah tidak sedang “mempersungguh
permainan” sehingga kehil fun dank biraan
pesta demokrasi? Apakah ada eros dalam “permainan”
yang menyenangkan, ataukah sedang “dipermainkan”
eros yang penuh nafsu? Apakah kontestan main dengan
agon, penuh usaha dan ketegangan, tetapi tetap legawa
dalam kekalahan? Atau sebaliknya, “dipermainkan”
agon karena takut kalah, lalu menggunakan cara-cara
mencari kemenangan yang pasti?

Barang siapa “mempermainkan permainan”, akan
menjadi “permainan permainan” dan mengubah
pertandi menjadi per Inilah sejumlat
pertanyaan yang patut direfleksikan. Akan tetapi,
apakah para pemain masih peduli dan mau berpikir
mengenai hal ini? ®
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